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ABSTRAK

Rahmadian, Muhammad Rif’han. 2023. Implementasi Kebijakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala. Tesis, Program
Studi Magister Admnistrasi Publik, Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Asmu’i
M.Si, (i) Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, M.Pa.

Undang-undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor
97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaranaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah
mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah agar Mengimplementasikan
kebijakan. Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya merumuskan model
implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang idial,
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang dan
identifikasi masalah. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan, menganalisis: 1)
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Kuala; 2) Aspek
pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini mengunakan pendekatan
kualitatif dengan studi kasus ini fenomena dimana obyek penelitian DPMPTSP di
Kabupaten Barito Kuala. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah
wawancara dengan informan sesuai dengan rumusan masalah, analisis dokumen
dan observasi lapangan sesuai dengan tujuan penelitian, teknik analisis data
diproses dalam pengumpulan data adalah dengan mereduksi data. Hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Barito Kuala telah
mengimplementasikan  kebijakan PTSP namun dalam implementasinya
pelimpahan wewenang izin terjadi GAP antara DPMPTSP dengan SKPD teknis,
dari 158 izin baru 54 izin yang dilimpahkan ke PTSP. Aspek pendukung dan
Penghambat dalam implementasi kebijakan: 1) kecenderunga sikap pemerintah
daerah dan implementor, 2) komunikasi koordinasi PTSP dengan SKPD teknis
terjadi egosektoral 3) sumber daya kurang memadai yang memahami teknik
informasi (TI) terbatas, 4) struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) agar sesuai dengan janji layanan. Model implementasi
kebijakan yang disarankan adalah, 1) memperbaiki transmisi kebijakan
pelimpahan wewenang agar jelas, 2) memperbaiki kompetensi SDM dengan
pendidikan dan pelatihan, 3) frahmentasi dukungan sikap pemerintah daerah
tentang komitmen pimpinan, 4) meningkatkan dukungan pemerintah berkomitmen
dalam pelimpahan wewenang. Dari Hasil pembahasan bahwa Implementor
DPMPTSP dengan SKPD tenis terkait dengan pelayanan perizinan Secara
Prosedural koordinasi antar SKPD mengalami kendala dimana terjadi GAP,
karena masing-masing SKPD mempunyai penerapan aturan sendiri yang
penafsirannya berbeda beda tidak sinkron.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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ABSTRACT

Rahmadian, Muhammad Rif'han. 2023. Implementation of the One-Stop
Integrated Service Policy for Licensing at the Barito Kuala Regency
Investment and One-Stop Integrated Service Office. Thesis, Master of
Public Administration Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Lambung Mangkurat University. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Asmu'i M.Si,
(1) Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, M.Pa.

The Law on Public Services and Presidential Regulation Number 97 of
2014 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services, have
mandated the Central and Regional Governments to Implement the policy. This
research is to analyze the One-Stop Integrated Service Policy Implementation in
Barito Kuala Regency. Furthermore, formulating an ideal One-Stop Integrated
Service (PTSP) policy implementation model, this research uses qualitative
research based on the background and problem identification. The purpose of this
research is to describe, analyze: 1) Implementation of the One-Stop Integrated
Service Policy at the Barito Kuala Regency Investment and One-Stop Integrated
Service Office; 2) Supporting and inhibiting aspects in the implementation of the
One-Stop Integrated Service policy in Barito Kuala Regency. This research uses a
qualitative approach with this case study phenomenon where the object of
research is DPMPTSP in Barito Kuala Regency. The data processing technique
used is interviews with informants in accordance with the formulation of the
problem, document analysis and field observation in accordance with the
research objectives, the data analysis technique processed in data collection is to
reduce the data. The results showed that the Barito Kuala Regency Government
had implemented the PTSP policy, but in its implementation, the delegation of
permit authority occurred GAP between DPMPTSP and technical SKPD, out of
158 permits, only 54 permits were delegated to PTSP. Supporting and inhibiting
aspects in policy implementation: 1) the tendency of local government and
implementor attitudes, 2) PTSP coordination communication with technical SKPD
occurs egosectoral 3) inadequate resources that understand limited information
techniques (IT), 4) bureaucratic structure, Standard Operating Procedures (SOP)
and Service Standards (SP) to match service promises. The suggested policy
implementation models are, 1) improving the transmission of delegation of
authority policies to be clear, 2) improving HR competencies with education and
training, 3) frahmentation of support for local government attitudes regarding
leadership commitment, 4) increasing government support committed to
delegation of authority. From the results of the discussion that the DPMPTSP
Implementor with the tennis SKPD related to licensing services Procedurally
coordination between SKPDs experiences obstacles where there is a GAP,
because each SKPD has its own application of rules whose interpretations are
different and not synchronized.

Keywords: Policy Implementation, One Stop Integrated Service



KATA PENGANTAR

2 ‘/,” y l‘ ~ 2
AR 2

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat
Allah SWT karena berkat pertolongan , kemudahan, ketabahan dan kesabaran
yang diberikan-Nya dalam setiap bagian penulisan ini, kemudian diberikan
pula oleh-Nya orang-orang baik yang telah membersamai proses pencapaian
ini. Atas dasar kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis
dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Barito Kuala”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan
suri tauladan terbaik di muka bumi ini, nabi Muhammad SAW, beserta
sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan
berbagai pihak yang turut berpartisipasi dan memberikan dorongan sehingga
pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini peneliti
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Bapak Prof. Dr. H. Asmu”i , M.Si dan Dr. Muhammad Riduansyah Syafari,
M.PA. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu,
tenaganya dan dukungan untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang
sangat berguna hingga selesainya penulisan tesis ini.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-



tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam

penyelesaian tesis ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin
Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E.,M.Si.;

2. Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd.,
Ph.D;

3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Bapak Dr.
Taufik Arbain, M.Si;

4. Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Publik Ibu lbu
Hj. Aulia, S.Sos, M. Si

5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Magister
Administrasi  Publik  Universitas Lambung  Mangkurat
Banjarmasin;

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Ir. H. M. Aberar, M.P , Ibu Ir. Hj. Herwina Rezeki beserta
jajarannya yang telah berkenan memberikan data pedukung
penelitian;

7. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah
memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materil demi
terselesaikannya tesis ini.

Penulis percaya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,

segala kekurangan yang terdapat di dalamnya merupakan refleksi dari

Xi



berbagaiketerbatasan penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis
dengan tema yang sama di masa yang akan datang. Akhirnya penulis
berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi bagi semua dan dapat
mendukung peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan

datang.

Banjarmasin,  Juni 2023

Penulis,

Xii



LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, mama dan abah
tercinta, yaitu Drs.EC.H. Supiani Yoesri dan Hj.Subiati yang telah memberikan
doa, perhatian serta kasih sayang tiada jemu. Tidak kurang dukungan, motivasi
dan apresiasi yang diberikan sehingga apapun langkah yang diambil oleh peneliti

dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik

Adik satu-satunya, Muhammad Rif’qi Maulana yang selalu memberikan
dukungan pengiring sehingga penulis lebih bersemangat menuntut ilmu, seringkali
menjadi kawan diskusi sehingga membuka wawasan penulis. la pula yang

membuat saya bertekad kuat untuk berjuang dan menyelesaikan studi saya.

Yohana Nenes Talia, seorang yang selalu memberikan support pada titik
lemah yang saya alami. Menjadi kawan bertukar pikiran pada masa pascasarjana
yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendukung
saya. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu
persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu dan
memberikan dukungan, semangat, serta mendoakan keberhasilan dalam mengikuti

perkuliahan hingga selesainya penulisan laporan hasil penelitian ini.

Persembahan ini sekaligus sebagai bentuk ucapan terima kasih yang tak
terhingga atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya, semoga
Allah menilainya sebagai ibadah dan dibalaskan dengan pahala yang berlipat

ganda. Aamiin.

Xiii



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..ot e iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..o Vv
ABSTRAK L. vii
ABSTRACT .t ettt b bbb e e ix
KATA PENGANTAR ..ot X
LEMBAR PERSEMBAHAN ......ooooiiiiiines e Xiii
DAFTAR IS Xiv
DAFTAR GAMBAR ...ttt xviii
DAFTAR TABEL ..ot xviii
BAB I
PENDAHULUAN ...ttt 1
1.1. Latar Belakang Masalah .............ccccoveviiieiiiic e 1
1.2, RUumusan Masalah. .........cccooiiiiiiiiiieeee e, 11
1.3, Tujuan Penelitian ........ccocooiiiiiiicc e 11
1.4, Manfaat PENEltian ......cccoiiieiiieie e 12
1.5,  Manfaat Bagi AKAdEMISE ....ccooiviiviiiiiiiiiieeeee e, 14
1.6. Manfaat Bagi PrakutiSi .........cccooeiiiiiiiiiiiieccee e, 14
BAB I
TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 17
2.1, Penelitian Terdanulu ..........coooiiiiiiiii e 17
2.2.  Konsep Kebijakan PUBIiK ............ccooveiiiiiiiciic e 21
2.2.1. Definisi Kebijakan PUbliK ............cccoooiiiiiiiieens 21
2.2.2. Bentuk - Bentuk Kebijakan Publik ............cccoooiiiiiiiiiiieen, 22
2.2.3. Tingkat-Tingkat Kebijakan PUubliK.............cccccooeiiiiiiiiiecc e, 24
2.2.4. Proses Kebijakan PUBIIK ... 27
2.3.  Implementasi Kebijakan PubliK............cccccooiiiiiiinniiceen, 43
2.4.1. Definisi implementasi kebijakan PUbliK ............ccccoooeiiiiiiiciiennenn, 43
2.4.2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan...........ccccooeiiiiniininnnnn, 45
2.4, Model Implementasi Kebijakan PUbliK ............cccccooiiiiiiiiiiiin, 48
2.5.1. Model George C. Edward HI .........cccoeeviiiiiiicce e, 48
2.5.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi .............ccccceevenenne, 54
2.1.1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan ............cc.ccoovvviinnnnn, 54

Xiv



2.1.2. Teori Instrumen Kebijakan Publik............cccccooieiiiiiiiiincc e, 55
2.1.3. Dimensi Kebijakan PUBIIK. ..........ccoooiiiiiiiiieees 61
2.1.4. Dimensi Kebijakan Publik Sebagai Pilihan .............cccooviiiennn, 63
2.1.5. Dimensi Kebijakan Publik Sebagai Hipotesis..............cccocvevveireennnn. 64
2.1.6. Teori Pelayanan PUBIIK ..o 65
2.6.  Kerangka PEMIKIFAN .......ccccoiiiiiiiieiesesise e 73
BAB I11
METODE PENELITIAN .....ooiit ittt 75
3.1.  Pendekatan Penelitian ...........ccooviiiieeieiie e 75
3.2, LoKaSi PENElItIaNn. .........ccocviiiiiieiee e 76
3.3, FOKUS PENEIIIAN......cciiieiiceiecieee e 77
34, SUMDEI DALA ....ecvveiiieiiieie ettt nneas 77
3.5.  Teknik Pengumpulan Data...........c.cccevveiiiiiieiienie e 78
3.6.  Instrumen Pengumpulan Data............cocviiiiiiniiiieiec e 81
3.7.  Teknik ANaliSis DAt ........ccccoveiiiiiriieiieie e 82
3.8.  Teknik Keabsahan Data..........cccoeieieiiiinienieiene e 90
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN......cccoceiiie e 100
4.1. Perkembangan Barito Kuala...........cccccoooiiiiiiiiiiciecc e, 100
4.2.  Visi dan Misi PTSP Kabupaten Barito Kuala................ccccoveeveinnennen, 101
4.3.  Tugas POKOK dan FUNGSI.........ccceririiiiiiieicie e 103
4.4, Struktur OrganiSaSi ........c.ccverueeieiieiesie s esieere e sre e, 105
a.  Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu................ 107
4.5.  Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala..............cccco...... 119
4.6. Gambaran Kebijakan PTSP Kabupaten Barito Kuala ....................... 121
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 125
5.1, HASIL PENELITIAN ..ot 125
5.1.1. Implementasi Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu SAtU PINTU. ..o 125
5.1.1.1. Instrumen Kebijakan............cccoooeiiiiiiiiiiiic e, 129
5.1.1.2.  Tata LaKSANa......ccccvevueiieriiiieseesieeie e sie e ee e e 134
5.1.1.3. Standar Pelayanan (SP)........cccccuviimiminiene i, 138
5.1.1.4. Aktor Implementasi Kebijakan..............cccoooeviiiiiiiiiiiiennnn, 140

XV



5.1.2. Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan

e ] TSRS 143
5.1.2.1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala..................... 144
5.1.2.2. Aspek Penghambat .............cccoveiiiiiiiiiiecececee e 145
5.1.2.3. Hasil Rapat FGD PTSP, Kamis (17/5/2023). .......ccccccvvveunnne. 147
5.1.2.4. Kecenderungan SiKap ........cccceveerveieiieeiieie e 149
5.1.2.5.  KOMUNIKESI. ....covviiiiiieiieiie e 150

5.1.3. SUMDEI DAYA......eiiiiiiieiiiieitierie ettt 153
5.1.3.1. Sumber Daya Manusia.............ccecverrerieereeresieseese e e esne e 153
5.1.4.1. FaSHitas FISIK ......coceiiriiiiiiiiisiseeee e 156

5.1.4. StrUKtUr BIFOKIaSH....ccveveiieiiieieeiesieesie ettt 158
5.1.4.1. Standar Pelayanan (SP)........cccccceiiiiiiiieii e 159
5.1.4.1. Standar Operasional Prosedur (SOP).........ccccccevvvevviierrennenne. 160

5.1.5. Model Implementasi Kebijakan PTSP Di Kabupaten Barito kuala. ....

........................................................................................................ 162

5.1.5.1. Model Wewenang PTSP.......ccccoueiiiininenesereseseseeee e, 174
5.1.5.2. Model Pendelegasian Kewenangan PTSP ..........cc.ccccevveniennen. 180
5.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ....ccooeiiiiiinerese e, 184

5.2.1. Implementasi Kebijakan Dinas Pelayanan Peananaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu PINTU .........ccccooiiiiiiiiiieeecee e 184
5.2.1.1. Instrumen Kebijakan PTSP........cccccooiviiiiiiiiiece e 189
5.2.1.2. TatalaKSana ........cccoveieiieiiiiiiiese e 192
5.2.1.3. Aktor Implementasi Kebijakan. ..........cccocooerinininiiiniinenn, 195

5.2.2. Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan

e 1SS 197
5.2.2.1. Aspek Pendukung Kecenderungan Sikap..........c.cccevveruvenenne. 198

5.2.3. Aspek Penghambat..............ccooveiiiiiiiiiecceeee e 200
5.2.3.1.  KOMUNIKASI. ....eeiveeiiiieiiiesieeie et snee e 200
5.2.3.2.  SUMDEI DAYa........cciiiiirieiiecie e 204

5.2.4. ProposiSi IMAYOI ..........ccoueiiiieiieie ettt 209

5.2.5. Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu....209
5.25.1. Model EKSIStING. ...cccvveiiiiiiciie e 209
5.2.5.2. Model ReKOMENAASI .......ccerviiiiiiiiiiieeee e 211
5.2.5.3.  SUMDEI GAYA. ...cveieiiiiiiiiie e 217
5.2.5.4. Fasilitas FiSiK .......ccccooiiiiiiiiii e 218

XVi



5.2 5.5, INTOIMAST .ot 218

5.2.5.6. Kecenderungan Sikap Pihak Internal dan Pihak Eksternal.....219
5.2.5.7.  Struktur BIrOKIaSI. ......cccueiieiiiieniieie s 220
BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN ...ttt sttt 221
6.1, SIMPULAN ..ottt 221
6.1.1. Implementasi Kebijakan PTSP di Kabupaten Barito Kuala .......... 221

6.1.2. Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan
Pelayanan Terpadu Satu PiNtU ..........ccccooeiieiiiiesecce e 223
b.  AsSpek PenduKuNQan..........ccueiveiiiiiie e 223
C.  Aspek Penghambat...........cccoooiiiiiiiiiiiicee e, 224

6.1.3. Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Yang DIterapkan ... 225

6.1.4. Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang DireKOmMeNdaasi........ccecveiieieiieieeie e 228
6.2. SARAN PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PTSP.................. 230
6.3.1. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala..............ccccccovvevviieiieinenenn, 230
6.3.2. Peneliti Selanjunya...........cccccevviieiieiie e 232
6.3. IMPLIKASI TEORITIS DAN URGENSI PENELITIAN. ................ 232
6.3.1. Implikasi teoritis dalam penelitian:.........ccccooeieiiiiiiinee, 232
6.3.2. Urgensi dari penelitian adalah:..............cccocovviieicin i 235
6.4.  Kebauran Penelitian..........ccccceieriieieiiesiene e 235
DAFTAR PUSTAKA . ..ottt na e 237
Produk Peraturan Perundang-Undangan:..........c.ccccoovveveiievecceieese e 244

XVii



DAFTAR GAMBAR

Gambar: 2.1. Sistem Kebijakan PUDIIK ...........ccocoiiiie, 40
Gambar: 2.2. Kerangka Pemikiran. ... 73
Gambar: 3.1. Model Analisis Interaktif Miles & Huberman ..............cccceeoeneee. 87
Gambar: 4.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala ..........c.ccccooeviiiieininnciieen, 113
Gambar: 4.2. Sistem Pelayanan Onling ... 115
Gambar: 5.1. Proses Implementasi Kebijakan ..........cccoceviiininininicicnn, 129
Gambar: 5.2. Penerapan Standar Pelayanan............ccccoeveiininenininicicnen 138
Gambar: 5.3. Peta Jalan Road Map Bidang Pelayanan Publik ...................... 169
Gambar: 5.4. Model Proses Pelayanan Perizinan ...........ccccocveevviininnniennenn, 180
Gambar: 5.5. Model Pendelegasian Kewenangan PTSP..........ccccocvvviiiinnnn. 181
Gambar: 6.1. Perumusan Penyususnan Standar Pelayanan .............c.ccccco..... 187
Gambar: 6.2. Model Eksisting Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...................... 210
Gambar: 6.3. Model Rekomendasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu............... 213

XViii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Manfaat Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...........ccccceevvvieevieeie e e 15
Tabel 5.1. Varian Model Kewenagan PTSP dan PTSA .......cccccceevvieveevic e, 175
Tabel 6.2. ProposiSi IMAYOI ........cccuciiiieiieie e 209

Xviii



